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LIBERALISASI AIR

Ungkapan Donald Worster dalam Rivers of Empire, yang ditulisnya pada tahun 1985
mungkin ada benarnya. la mengatakan bahwa air adalah minyak di abad XX|, siapa
menguasal air maka la akan menguasal dunia, Woster sejatinya sedang berbicara
soal krisis air; tidak semua tempat bisa mendapatkan air. Itulah sebabnya, mengapa
semua orang berebut menguasal air. Bagl pendukung rejim liberal, mekanisme
pasar adalah strategi paling jitu untuk menyelesalkan dua persoalan secara
sekaligus: krisis air dan mewujudkan keadilan air. Krisis air harus distop dengan
tindakan efisiensi dan pembatasan. Sementara keadilan air harus diwujudkan
dengan menempatkan persamaan hak (baca: hak atas air/ water right) sebagai basis
nilal etis untuk bisa berlaku adil.

Tetapi, benarkah persoalannya sesederhana itu? Bagalmana jika mereka yang
mampu membayar air kemudian memaksakan haknya dan menyerobot hak orang
lain? Adakah jaminan bagi kelompok-kelompok yang lemah secara ekonomi tetap
mendapatkan akses terhadap sumber daya air? Lalu, adakah Jaminan keadilan air di
tengah liberalisasi air? Pertanyaan-pertanyaan mendasar Ini layak direnungkan,
Rejim liberal memang begitu kokoh memainkan perannya. la tampil dengan pilar-
pilar khasnya: penerapan prinsip-prinsip ekonomi (komodifikasi) pada pengelolaan
sumber daya air. Liberalisasi air, kemudian melahirkan privatisasi dan komersialisasi
air. Air tidak lagi dipahami sebagai barang sosial (social goods), melainkan barang
ekonomi (economic goods). Alr, juga tidak lagi dianggap sebagal barang millk publik
{(public goods), melainkan barang milik privat (private goods).

Buku ini menyajikan orkestra pergulatan politik-ekonomi atas sumber daya air
di Indonesla. Secara tegas, buku ini mematahkan asumsi-asumsi rejim liberal
tentang persamaan hak dengan mengajukan argumen bahwa hak saja tidaklah
cukup. Nyatanya, pemilik hak tidak secara otomatis memiliki akses terhadap
sumber daya air. Dengan begitu, hak atas air harus dilengkapi dengan kemampuan
mengakses (access ability) sumber daya itu. Di sinilah power atau kemampuan si
pemilik hak, berupa seperangkat kekuasaan (bundle of power) untuk mengambil
manfaat dari suatu sumber daya menjadi penting dipertimbangkan di dalam
manajemen alokasi daya air, Jelas, bahwa access dan power, adalah prasyarat bagi
tegaknya keadilan air,
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